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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Sgarah Perkembangan Asuransi Syariah

Praktek asuransi sudah ada sgjak zaman sebelum Rasulullah
SAW. Asuransi merupakan budaya dari suku Arab kuno. Praktek
asurans disebut dengan agilah (A=« ). Thomas Patrick dalam
bukunya Dictionary of Islam seperti yang telah dikutip oleh Zainuddin
Ali menjelaskan bahwa jika terdapat salah satu anggota suku yang
terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga atau ahli waris korban akan
dibayar dengan sgjumlah uang darah (diyat). (Zainuddin Ali, 2010.)
Uang darah (diyat) ini merupakan kompensasi yang diberikan oleh
saudaraterdekat dari pembunuh kepada keluarga atau ahli waris korban

pembunuhan. Istilah agilah berarti saudara terdekat dari pembunuh.
Kata agilah secara sederhana dapat diartikan sebagai saling
memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. (Ma‘ruf Amin, 2004)
Hal ini dapat menggambarkan bahwa suku arab pada saat itu harus siap
untuk melakukan kontribusi financial atas nama pembunuh untuk
membayar sgumlah uang kepada keluarga atau ahli waris korban.
Daam agilah, setiap anggota suku memberikan kontribusi yang

fungsinya untuk membayar uang darah (diyat) apabila salah satu



anggota suku membunuh anggota suku lain. Praktek agilah samahalnya
dengan praktek asuransi, kontribusi yang diberikan sama seperti premi
dalam asuransi. Sedangkan, kompensasi yang diberikan kepada ahli
waris korban sama dengan nilai pertanggungan. Dengan demikian,
maka suku arab pada zaman dahulu sudah mempraktekkan asuransi
dengan cara melakukan proteksi terhadap anggota sukunya terhadap
resiko pembunuhan yang bisa terjadi setiap saat tanpa di duga
sebelumnya.

Segjarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sgjak tahun 1979
yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi di Sudan bernama
Sudanese Islamic Insurance. Perusahaan tersebut yang pertama kali
memperkenalkan asuransi syariah. Pada tahun yang sama sebuah
perusahaan asurans jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenakan
asuransi syariah di wilayah Arab. Kemudian asurans syariah juga
dikenal di Swiss yang ditandai dengan berdirinya asuransi syariah
bernama Dar Al-Maal Al-Isami pada tahun 1981 yang selanjutnya
memperkenal kan asuransi syariah ke Jenewa. Di Eropa, asuransi syariah
kedua bernama Islamic Takafol Company (ITC) yang berdiri di
Luksemburg pada tahun 1983, dan diikuti oleh beberapa negara yang
lainnya. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan
dinikmati oleh masyarakat dunia, baik oleh negara-negara dengan
penduduk muslim mayoritas maupun dengan penduduk muslim

minoritas.
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2. Dasar Hukum Islam

Di dalam al-Qur “an tidak ditemukan kata yang menyebut istilah
asuransi seperti takaful. Akan tetapi, al-Qur“an menjelaskan tentang
konsep dan praktik dari asuransi. Sumber hukum Islam yang kedua
setelah a-Qur*an adalah Hadits. Hadits adalah segala perkataan
(sabda), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad
SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam.
Berikut ini merupakan hadits dari An-Nu“man bin Basyir yang
mendasari prinsip saling menanggung, saling melindungi, dan saling
tolong menolong antar muslim:
“An-Nu“man bin Basyir mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“orang-orang dalam hal saling mencintai, saling menyayangi bagaikan
satu tubuh. Apabila ada sebagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh

tidak bisatidur dan turut merasakan sakitnya.”

3. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah

Kataasurans awalnyaberasal dari bahasa L atin, yaitu assecurare
yang berarti meyakinkan orang. Kataasuransi kemudian dikenal dengan
assurance dalam bahasa Perancis. Dalam istilah hukum Belanda
asuransi disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan verzeking
(pertanggungan). Penanggung dalam bahasa Belanda disebut dengan
assuradur, sementara tertanggung adal ah geassureeder. Bahasainggris
dari asurans adalah insurance yang kemudian diadops ke dalam

Bahasa |Indonesia menjadi asurans dengan padanan kata
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“pertanggungan”. (AM, Hasan Ali, 2004) Asuransi berfungsi sebaga
pengurang resko dengan cara memindahkan dan menyatukan

ketidakpastian akan adanya suatu kerugian yang tidak terduga.

Di Indonesia terdapat dua sistem yang dipakai dalam usaha
perasuransi, yaitu asuransi konvensional dan asurans syariah. Undang-
undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
mendeskripsikan asuransi secara konvensiona sebagai pertanggungan
yang di dalamnya ada perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu
pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan
yang tidak diharapkan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa dalam asuransi terdapat tiga unsur utama, yaitu pihak

penanggung, pihak tertanggung dan peristiwa yang tidak pasti.

Dengan persentase 88% pemeluk agama Islam di Indonesia dan
maraknya penerapan prinsip-prinsip syariah, maka berdampak pada
timbulnya asuransi syariah yang kemudian berkembang dan bersaing
dengan asuransi konvensional. Dalam literatur fikih klasik maupun al-
Qur’an tidak ditemukan kajian mengenai asurans syariah. Namun,
untuk membangun ekonomi islam atau ekonomi syariah di era modern,
banyak ulama yang melakukan kajian-kagjian yang berkaitan dengan

ekonomi Islam atau syariah. (Andri Soemitra, 2009)
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Untuk merespon perkembangan dari asuransi syariah dan
banyaknya kajian-kajian yang dilakukan dalam hal asuransi syariah,
maka lembaga fatwa Dewan Syariah Nasiona mengeluarkan fatwa
pertama dalam asuransi syariah, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional
No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi. Menurut
fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang
Pedoman Umum Asuransi, asurans syariah adalah usaha saling
melindungi dan tolong menolong diantara sgjumlah orang/ pihak
melalui investass dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Fatwa DSN.N0.21/DSN-MUI/X/2001.Asurans syariah
adalah usaha saling melindungi tolong menolong di antara sgjumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu
melalui akad (perikatan)yang sesuai dengan syariah. (Abdullah Amrin,
2011)Dalam pengertian tersebut terdapat tiga kata sebagal padanan dari
kata asurans syariah, yaitu takaful, ta“min dan tadhamun. Ketiga

padanan kata tersebut akan diuraikan sebagal berikut:
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a Takaful
Di Indonesia, istilah asuransi syariah dikenal dengan istilah
takaful. Takaful berasal dari kata bahasa Arab, dalam kamus
bahasa Arab berarti menanggung atau menjamin. Kata takaful
akar katanyaberasal dari (kafala-yakful u-kafaalatan) yang berarti
menanggung. Dalam pengertian muamalah, takaful adalah
jaminan sosia di antara sesama muslim, sehingga antara satu
dengan yang lainnya bersedia saling menanggung resiko.
b. Al-ta"min

Al-ta"min berasal dari kata bahasa Arab amana yang berarti
memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari
rasa takut. Dalam al-ta"min penanggung disebut dengan istilah
mu ammin, sedangkan tertanggung disebut mu amman lahu atau
musta min. Ketenangan dan rasa aman akan didapatkan
seseorang apabila seseorang tersebut mengikatkan diri dengan
nilai-nilai keimanan kepada Allah SAW. Seseorang ber-ta“min
dengan cara membayar sgiumlah uang secara angsuran yang
bertujuan untuk memberikan sgjumlah uang kepada ahli waris
sebagaimana yang telah disepakati dan/ atau memberikan ganti
rugi atas hartanya yang hilang akibat resiko yang tidak pasti.
Tujuannya adal ah menghilangkan rasatakut dari sesuatu kejadian

yang tidak dikehendaki, dengan adanya jaminan tersebut maka
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rasa takut itu akan hilang seiring dengan adanya rasa terlindungi
padadiri peserta asuransi.
c. Al-tadlamun

Al-tadlamun berasal dari kata dlamana yang mempunyai arti
saling menanggung. Tujuan dari Al-tadlamun adalah untuk
menutupi kerugian atas suatu peristiwva dan musibah yang tidak
pasti. Seseorang yang menanggung memberikan pengganti
kepada yang ditanggung karena adanya musibah yang menimpa
tertanggung. Tolong-menolong (ta“awun) merupakan makna
yang ada di dalam al-tadlamun sehingga ada rasa keharusan
untuk saling tolong menolong antar anggota masyarakat yang

sedang tertimpa musibah

4. Prinsip dasar Asuransi Syariah

Tujuan dari asurans syariah adalah melindungi para peserta
asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga
Sebagal pengelola dana asuransi, perusahaan asurans syariah wajib
menjalankan amanah yang telah diberikan oleh para peserta asuransi
syariah untuk mengelolah premi serta membantu meringankan beban
musibah yang dialami oleh peserta lain. Untuk menjalankan amanah
tersebut, maka asuransi syariah harus memiliki dasar sehingga dapat

memperkokoh asurans syariah. (Bayinah Ai Nur, 2017, 14)
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5. Mekanisme Pengelolaan dana Asuransi Syariah
Dalan pengelolaan dana asurans syariah, terjadi saling
melindungi, saling tolong menolong, dan saling bantu-membantu di
antara para peserta asuransi. Pihak asurans syariah hanya sebagai
pengelola yang di beri kepercayaan (amanah) oleh peserta asuransi
untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang haal,
memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai hasi
kesepakatan berdasarkan akta perjanjian jenis akad. (Zainuddin Ali,

2008) Dalam mengelola dana dari peserta, perusahaan asuransi syariah

menggunakan 2 (dua) mekanisme pengelolaan dana, antaralain:

a. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, pada sistem ini
peserta asurans hanya membayarkan dana tabarru’ sgja, tanpa
saving atau tabungan. Dana tabarru’ ini kemudian disimpan oleh
pengelola pada akun tersendiri yang terpisah dengan akun dari
dana-dana lainnya. Dana-dana ini fungsinya adalah untuk tujuan
tolong-menolong dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia
dan perjanjian telah berakhir (apabilaterdapat surplus dana). Dana-
dana tabarru’ yang terkumpul juga akan diinvestasikan oleh
perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari
investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi,
akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan
prinsip  mudharabah. Persentase pembagian mudharabah

ditentukan pada awal akad.
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b. Sistem yang menggunakan unsur tabungan, para peserta asurans
membayarkan dana tabarru’ sekaligus dengan dana tabungan.
Dana tabarru’ merupakan dana yang diniatkan oleh para peserta
untuk tujuan tolong-menolong, sedangkan dana tabungan adalah
dana milik peserta yang diserahkan kepada perusahaan asuransi
yang kemudian diinvestaskan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Keuntungan dari investas tersebut setelah dikurangi
dengan biayaadministrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi
dengan menggunakan prinsip mudharabah. Persentase pembagian

mudharabah ditentukan pada awal akad.

Dari dua mekanisme pengelolaan dana di atas, terdapat dua
produk yang ada dalam asuransi syariah, yaitu asuransi umum (general
insurance) dan asuransi jiwa (life insurance). Asuransi umum (general
insurance) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan
financial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta
asuransi. (Burhanuddin Ali, 2010) Sedangkan, menurut Syafi*i Antonio
seperti yang dikutip oleh Burhanuddin S, asuransi jiwa (life insurance)
merupakan bentuk asuransi yang bersifat individu untuk melindungi
setigp musibah yang terjadi pada diri peserta asuransi.ss yang
membedakan antara asuransi umum (general insurance) dan asurans
jiwa(lifeinsurance) adalah pada asuransi umum (life insurance) karena
merupakan asuransi yang mengcover kerugian, maka produk ini

bersifat non tabungan sehingga peserta hanya membayarkan dana
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tabarru’ sgja. Pada asurans jiwa (general insurance) yang bersifat
individu, maka dalam produk ini selain menawarkan jasa untuk
mengcover setigp musibah yang terjadi pada peserta, perusahaan
asuransi atau pengelola juga menawarkan tabungan yang tujuannnya
untuk investasi.

. Tabarru’ Pada Asuransi Syariah

Akad tabarru’ merupakan semua bentuk akad yang dilakukan
dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. Jumhur ulama
mengartikan bahwa tabarru’ merupakan akad yang mengakibatkan
pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam
keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. (Muhammad Syakir
Sula, 2004)

Daam akad tabarru’ tidak mengandung unsur tabungan atau
non saving. Karena tujuan dari akad tabarru’ murni untuk tolong
menolong, makadanaini tidak bisadirubah menjadi danatijarah. Dana
tabarru’ tidak bisa digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau
bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan.

Akad tabarru’ diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasiona No.
53/DSN-MUI/I11/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah
dan Reasuransi Syariah. Menurut fatwa ini, Akad tabarru’ harus
melekat pada semua produk asuransi syariah, baik produk asuransi jiwa
maupun produk asuransi umum. Pada produk asuransi jiwa komposisi

premi asuransi terdiri dari dana tabarru’ dan tabungan (saving),
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sementara pada produk asuransi umum premi asuransi hanyaterdiri dari
danatabarru’ .

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-
MUI/I11/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan
Reasurans Syariah, akad tabarru’ adalah akad yang dilakukan dalam
bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta, bukan
untuk tujuan komersial. Seperti halnya pendapat Y usuf Qardhawi yang
mengartikan bahwa tabarru’ sama dengan hibah. Apabila akad
tabarru’ dilakukan dalam bentuk hibah, ini berarti setiap dana yang
telah diserahkan kepada pengelola asuransi diikhlaskan murni untuk
tujuan tolong-menolong tanpa adanya harapan untuk mendapatkan
imbalan atas apa yang telah diberikan. Peserta asuransi hanya
mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT melaui perbuatan
tolong-menolong yang bertujuan untuk membantu peserta lain yang

tertimpa musibah.

Seperti halnya hibah yang telah diberikan tidak dapat diambil
kembali, begitu pula dana tabarru’. Setiap dana tabarru’ yang telah
diberikan tidak dapat diambil kembali. Dalam hadits yang diriwayatkan
oleh Ibnu Abbas r.a orang yang mengambil kembali hibahnya
perumpamaannya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudian
memakan kembali muntahannya. Sifat dari perumpamaan tersebut
sangat buruk. Untuk itu, tidak baik bagi seorang muslim untuk

mensifati dirinya dengan sifat yang buruk sehingga disamakan dengan



19

hewan yang paling buruk pada saat kondisinya yang terburuk. (Fathul
Baari, 2005)

Asurans syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang
menggunakan akad mu’ awadhah, dimana pihak yang memberikan
sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi.
Apabilahal ini dilakukan oleh pesertaasuransi syariah, maka perbuatan
ini tak ubahnya seperti seseorang memberikan hibah, kemudian diambil
kembali. Selain itu, apabila akad mu’awadhah ada pada asurans
syariah, maka akan dipertanyakan sisi syariahnya asuransi tersebut
apabiladibandingkan dengan asuranasi konvensional. Perbuatan seperti
ini, berdasarkan kesepakan jumhur ulama merupakan tindakan yang

diharamkan.

Secara kolektif, peserta merupakan penanggung setiap peserta
memberikan dana tabarru’ kemudian dikumpulkan menjadi satu akun
yang terpisah dari dana-dana lain yang terdapat pada asurans syariah.
Dari dana tabarru’ yang dikumpulkan setiap peserta asuransi syariah
dapat menunjukkan bahwa setiap peserta merupakan penanggung dari
peserta lain yang terkena musibah. Bentuk pertanggungannya adalah
dengan memberikan dana tabarru’ yang berfungsi untuk membantu
pesertalain.

Dana tabarru’ yang telah terkumpul dikelola oleh perusahaan
atas dasar wakalah. perusahaan asurans menginvestasikan kumpulan

dana tabarru’ tersebut agar dana tabarru’ lebih produktif. Meskipun
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tabarru’ merupakan suatu transaksi nirlaba (non-profit), perusahaan
pengelola merupakan lembaga professional yang profit oriented
sehingga danatabarru’ diinvestasikan dan keuntungannya dapat dibagi
antara perusahaan dan peserta. Namun, hasil investasi dana tabarru’
tersebut sebenarnya murni hak peserta, sementara perusahaan asuransi
dapat memperoleh bagi hasil dari investasi dana tabarru’ melalui akad
mudharabah atau akad mudharabah musyarakah. Perusahaan juga bisa
mendapatkan keuntungan dengan akad lain, yaitu akad wakalah bil
uirah yang mana perusahaan asuransi sebagai pengelola bisa
mendapatkan fee atau ujrah melalui dari akad tersebut.

Dari hasil investas kumpulan dana tabarru’ bisa lebih
menguntungkan karena akan membuat dana tabarru’ ada pada posis
surplus underwriting Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, jika
terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’ , maka boleh
dilakukan beberapa alternative, (Angka 1 point 5 Fatwa DSN No. 53
tahun 2006 tentang akad rabarru’) sebagai berikut:

a. Diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dalam akun tabarru’;

b. Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya
kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/ mangemen
resiko;

c. Disimpan sebagian sebaga dana cadangan dan dapat dibagikan
sebagian lainnya kepada perusahaan asurans dan para peserta

sepanjang disepakati oleh pesertalain.
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Salah satu alternatif di atas dapat dipilih oleh para pihak, namun
hal ini harus sesua kesepakan pada awa perjanjian. Kesepakatan
tersebut kemudian dituangkan dalam isi perjanjian polis antara peserta
dengan pengelola asuransi syariah.

Namun, dalam akun tabarru’ tidak selalu terjadi surplus
underwriting, bisa jadi akun tersebut mengalami defisit underwriting.
Defisit underwriting sering kali terjadi ketika banyaknya pengajuan
klaim, sementara cadangan tabarru’ dalam akun jumlahnya sedikit.
Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai tabarru’ mengatur defisit
underwriting pada bagian keenam. Menurut peraturan tersebut, apabila
terjadi underwriting atas dana tabarru® (defisit tabarru’), maka
perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk
gardh. Pengembalian gar dh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari
danatabarru’.

Pada ketentuan penutup fatwa Dewan Syariah Nasional
mengenai tabarru’ mengatur tentang penyelesaian perselisihan para
pihak. Langkah awal yang harus ditempuh dalam menyel esaikan adalah
melalui musyawarah. Badan Arbitrase Nasional menjadi alternatif
penyelesaian sengketa terakhir setelah tidak ditemukan kesepakatan

pada tahap musyawarah.
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7. Akad Tabarru’
a. Pengertian Akad Tabarru’

Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a- yatabarra’'u —
tabarru’an, artinya sumbangan, hibah, danakebgjikan, atau derma.
Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri’* dermawan”.
Tabarru’ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang
lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya
kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang
diberi.(Nasrun Harun, 2000)

b. Syarat-syarat akad Tabarru’
1) Syarat Wahib (Pemberi Tabarru’[Hibah)

Pemberi hibah/tabarru’ disyaratkan memiliki ahliyah
(kecakapan) untuk bertabarru’. Tidak sah hibah dari anak kecil,
orang tidak waras, dsb.

2) Syarat Penerima Tabarru’[Hibah

Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang ‘“‘sah”
untuk menerima pemberian, baik tua muda, besar kecil, pria,
wanita

3) Syarat Dalam Shigat
Disyaratkan dalam shigat adanyaijab & gabul, dengan
lafaz atau kalimat apa sga yang menunjukkan adanya

pemberian  harta/sesuatu. Sebagian madzhab  Hanafi



23

mengatakan cukup dengan ijab sga (tanpa gabul) untuk

“mengadakan” akad hibah.

4) Syarat dalam Mauhub (Sesuatu Y ang Dihibahkan)

a) Sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya
akad hibah.

b) Sesuatu yang dihibahkan/ ditabarru’kan harus merupakan
sesuatu yang bernilai secara syariah. Tidak diperkenankan
menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai secara syariah,
seperti khamar, berhala, bangkai, dsb.

c) Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan milik si pemberi
hibah. Tidak diperbolehkan menghibahka sesuatu yang
bukan miliknya

d) Sesuatu yang dihibahkan haruslah sesuatu yang diketahui
(ma’lum). Seperti jumlah uang, luas tanah, lokasi atau
daerah, dsb. (PT Asuransi Takaful Keluarga, Modul

Training Syariah Takaful Indonesia)

B. Hasil Pendlitian Terdahulu
Penelitian-penelitian yang bisa dikumpulkan penulis terkait dana
tabarru’ antara lain fokus pada mekanisme pengelolaan dana tabarru’
sebagaimanahasil penelitian Zumrotun Ngjihah dan hasil penelitian lainnya
terkait dengan pengaruh premi dan hasil investasi, sebagaimana hasil

penelitian Arief Fadlullah seberapa besar pengaruh pendapatan premi
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danhasil investasi terhadap dana tabarru’. Sejauh ini penulis belum melihat
dan membaca adanya penelitian terkait tentang bagaimana pelaksanaan
ketentuan umum fatwa DSN MUI sebagaimana yang menjadi fokus
penelitian penulis kali ini pada aspek-aspek umum dalam fatwa DSM MUI
No. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asurans syariah dan fatwa DSN

MUI No. 53 tahun 2006 tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah.
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